BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR ¢3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, sehingga Peraturan Bupati Nomor 54
Tahun 2017 tentang Laporan Harta  Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu dilakukan
perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun
2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab
Lematang llir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir;(Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABABLEMATANG ILIR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 54 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, diubah sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 1 ayat (14) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN;.
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), adalah :

a. Bupati;

b. Wakil Bupati,

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat

Eselon II;
d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;



Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Pejabat Fungsional Auditor; dan
Bendahara.

ToR 0

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 3

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yakni pada
saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada
saat pertama kali menjabat;

b.berakhirnya masa jabatan atau pension sebagai
Penyelenggara Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara
Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau
pensiun; atau;

d. masih menjabat;

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf d wajib disampaikan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga} bulan terhitung
sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya
jabatan/pensiun/pengangkatan kembali  setelah
berakhirnya masa jabatan atau pension sebagai

Penyelenggara Negara

Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara

menjabat sebagaimana berikut dimaksud pada ayat

(1) huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu)

tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31

Desember tahun laporan.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling

lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-

LHKPN dan petunjuk teknis pelaporan dapat dilihat

dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id;

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

Pasal 4

Dalam hal berdasarkan verifikasi admnistrasi
menyatakan penyampaian LHKPN dinyatakan belum
lengkap oleh KPK, Penyelenggara Negara wajib
melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan
kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan untuk
melakukan perbaikan;

Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara
dimaksud tidak dapat di proses lebih lanjut dan yang
bersangkutan dianggap belum menyampaikan
LHKPN.




S. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

Dalam hal berdasarkan verifikasi administrasi menyatakan
penyampaian LHKPN dinyatakan lengkap oleh KPK,
Penyelenggara Negara diberikan Tanda Terima dan
kewajiban penyampaian LHKPN dianggap selesai.

6. Pasal 6 dihapus;
7. Pasal 11 dihapus;

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal o3 powemeer 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2¢ poemeer 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTTKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR 63
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